BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 'Y TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KEBUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanaka
Undang-Undang Republik Indo

28 Tahun 1999 tentang

nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesiaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 -
Daerah (Lembaran Negara Repubh a

Nomor 114, tambahan Lembars

Nomor 5887), sebagal N3

Pemerintah Nomo

Indonesia Tah

g Perangkat
ahun 2016
ik Indonesia
n Peratufan
318 epublik

atiun 2017 Tentang Tata Kerja

3 Penyelenggaraan Pemerintahan
D gara Republik Indonesia Tahun 2005
fibahan Lembaran Negara Republik Indonesia

1-Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam  Negeri Republik Indonesia dan
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomeor 3
Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

14, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);



Menetapkan

1

w

8

10.

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember (Lembaran

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemerintahan Daerah yang

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
. Daerah adalah Kabupaten Jember.
. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daefali” Bebigai/ U é r lenggarea
i | metfintahan

Perangkat Dac
Kabupatén Je
Desa Ada ﬁ
selanjutn et i|s
Badan Pyblik\ Dega adalah Pemerintah Desa Badan Pemusyawaratan Desa,
Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan seseorang atau
Masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap badan publik untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sember daya dan pelaksanaan
kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan melalui media, pertanggungjawaban berupa
laporan akuntabilitas Kinerja secara periodik.

Dokumen adalah catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau
diterima oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka pelaksanaan
Kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainya maupun terekam
dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
Dokumentasi adalah kegiatan menyimpan data, catatan dan/atau
keterangan yang dibuat dan /atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Jember.




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
Mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
Kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang
berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara dan/atau
penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya
yang sesuai dengan Undang-uandang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan danp
diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi-yang
dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.
Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokdmehtasi secara
sistematis berdasarkan tugas pokok dan funsi orgasiss ;

informasi.

Pelayanan informasi adalah jasa yang i

Jember kepada masyarakat penge i

Pejabat Pengelola Informasi
dengan PPID adaldh
pemyimpanan;
inform' :

a kategori

€r] Kabu o

atnya disingkat
jawab di bidang
fiagh, dan/atau pelayanan
fungsiorial pada masing-masing badan
1ingan Pemerintah Kabupaten Jember.

asi dan Dokumentasi Organisasi Perangkat Daerah
yang selanjutny: lisesbut PPID Pelaksana adalah pejabat yang
melaksana agas dan fungsi sebagai PPID pada OPD di lingkungan
PemerintalrKabupaten Jember.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut
PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
pejabat PPID adalah team work yang bekerja menangani pengelola informasi
dan dokumentasi di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Jember.

Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi yang selanjutnya disebut PLID
merupakan wadah/bentuk struktur organisasi PPID dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
RIPD adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.




23. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut SIPD
merupakan sistem penyediaan layanan dan pengelolaan data-data informasi
dan Dokumentasi publik sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi
dapat secara cepat, mudah dan wajar sesuai Undang-Undang Republik
Indonesia keterbukaan informasi Publik.

24. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

25. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan /atau badan hukum
indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

26. Pengelola dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan,
pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.

27. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelemggaraan tugas-tugas PPID.

28. Daftar informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat-DIDP

dalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentarg seluruh
Informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah[ penguasaan
Pemerintah Kabupaten Jember tidak termasuk i asi /dan |dokumentasi

yang dikecualikan.

29. Laporan Layanan Informasi dan Dok nya disingkat

LLID adalah laporan yang berisi g ¢knis-ififormasi
dan dokumentasi, pelaksa - elay : oklimentasi, dan
rekomendasi serta 1€ a| t : meningkatkan kualitas
pelayanan infe

30. OPD adalel lingkungan Pemerintah

Kabupater b
31. BUMD ag saha Milik Daerah merupakan perusahaan yang
dimiliki oleh Pemeérintalh Daerah Kabupaten Jember.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Kebupaten Jember dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap OPD/BUMD dan
Pemerintahan Desa dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan
pelayanan informasi serta penetapan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi.



Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. mewujukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efesien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan;

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintahan Daerah untuk mnghasilkan layanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas; dan

c. OPD/BUMD dan Pemerintahan Desa mampu menyediakan, mengumpulkan,
mendokumentasikan dan Menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk
unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan.

BAB III
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Pengelola Layanan Informasi dan Dok

i

kses Informasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 5

ormasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan

Desa bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan

dokumentasi publik, kecuali Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan

bersifat ketat, berbatas dan Rahasia.

(2) Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa dapat diperoleh oleh pemohon informasi dan dokumentasi
publik dengen cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.

(3) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagai mana dimaksud
Pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.




(4) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pemgujian atas konsekuensi
vang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada
masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi
dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6

(1) Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berhak menolak memberikan
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti:

a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara ;
b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan denga epentingan
Perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan ha - pribadi ;
d. Informasi dan dokumentasi yang berkaifs ahgsia jabatan;
dan/atau l
e. Informasi dan dokumentasi ya ciameritasikan.
(2) Informasi dan Dokumentasi sebagdimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan olel”PPID pelaksang da |[PRID “itema untuk selanjutnya
ditetapkan dengan’] i déngan kewenangannya.
edua

/ ﬁ ‘- ! / ewajiban
w‘\/ Pasal 7

(1) Pemerintah-Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

Informiasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya
epada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintahan Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi dan dokumentasi publik desa yang berada dibawah kewenangannya
kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses
dengan mudah.




BAB V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 8

(1) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1} melekat pada pejabat struktural
yang membidangi tugas dan fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
dan/atau kehumasan.

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat
Struktural / staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Pengelola dan Pelayanan Informasi publik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten jember.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari
PPID Utama Dan PPID Pelaksana/OPD dan BUMD merupakan suatu bentuk
organisasi yang memiliki struktur kinerja melekat secara fungsional di masing

Kabupaten Jember.
(5) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa

yang
bertanggu %ﬁ b/ kepads
(2) PPID atau jyang digebut-PPID utama berkedudukan di Dinas Komunikasi dan

Informati aten Jember.
(3) Pembina PPHJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati dan
Wakil-Bupati Jember.

Pengarah / Atasan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

(5) Tim pertimbangan adalah Asisten Pemerintahan dan dan Kesejahteraan
Rakyat, Asisten Administrasi, Inspektur, Kepala Bagian Hukum dan 1 (satu)
orang staf Bagian Hukum yang memiliki keterkaitan kompetensi terhadap
data, dokumen dan informasi dimaksud.

(6) PPID Pelaksana/OPD dan BUMD adalah PPID yang ada pada masing-masing
satuan kerja perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang ada
di Pemerintah Kabupaten Jember serta yang ada pada BUMD Kabupaten
Jember.

(7) Atasan PPID OPD (PPID Pelaksana) adalah masing-masing Kepala OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan atasan PPID BUMD adalah
Direktur BUMD milik Pemerintah Kabupaten Jember.
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(8) Ketua PPID atau disebut juga Ketua PPID utama adalah adalah Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

(9) Penunjukan PPID (PPID Utama) dalam struktur PLID Ditetapkan melalui
Keputusan Bupati Jember.

(10) Susunan Organisasi PLID atau di sebut juga struktur organisasi PPID
utama.

(11) Susunan PLID di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(12) PPID Desa adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan
bertanggung Jawab kepada Kepala Desa.

(13} Atasan PPID Desa atau disebut Juga Atasan PPID Utama Desa adalah kepala
Desa pada Setiap Desa di Wilayah Kabupaten Jember.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan PPID
Pasal 10

(1) PPID Utama bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di ling

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasik
pendokumentasian seluruh Informasi Publik"De

al 10 mempunyai tugas sebagai

mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

akukan verifikasi bahan informasi publik;

. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

(2) PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan Pelayanan Informasi

Publik Desa melalui pengumuman dan atau permohonan serta
memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah
berkoordinasi dengan Badan Publik Desa.

Pasal 12

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 11, PPID berwenang :



d.

c.

menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen /satuan
kerja yang menjadi cangkupan kerjanya;

mengkoordinasikan pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana yang
menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidakmya diakses
publik; dan

menugaskan PPID Pelaksana untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumendasi untuk kebutuhan organisasi.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 11, PPID Desa berwenang :

a.

b.

(2) Alur kin

mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik;

memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi
Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasi

(satu) kali dalam sebulan dalam

1

fungsional dan/atau petugas-iffof

yang di at (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan

ian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PPID Pelaksana /OPD/BUMD
Pasal 14

(1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai
Kriteria sebagai berikut:

a.

b.

merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi PPID pada OPD dan BUMD;

PPID Pelaksana dijabat oleh sekretaris atau Kepala Tata Usaha pada
OPD/BUMD;

PPID Pelaksana ditetapkan dengan keputusan kepala OPD/ BUMD; dan




d. PPID Pelaksana bertugas membantu PPID Utama melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal
13.
(2) PPID Pelaksana menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
secara Berkala dan sesuai kebutuhan.

BAB V1
KELENGKAPAN PLID
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 15

(1} Susunan organisasi PLID utama atau disebut juga struktur organisasi PPID
Utama, terdiri dari:

Pembina PPID,

Pengarah / Atasan PPID,;

PPID;

Tim pertimbangan (khusus pada PPID Utama);

Sekretaris;

Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi ;

Bidang pengolah data dan klasifikasi informasi;

Bidang penyelesaian sengketa informasi;

Pengelola publikasi;

Pengelola data dan pengklasifikasi

TR ER e a0 T

1.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi PLID Pelaksana /OPD dan BUMD atau disebut juga
ktur Organisasi PPID Pelaksana /OPD dan BUMD, terdiri dari:

Atasan PPID Pelaksana adalah kepala OPD / Pimpinan BUMD;

PPID Pelaksana adalah sekretaris /Kepala Tata Usaha /pejabat yang
membidangi Sekretaris;

c. Bidang pelayanan dan dekumentasi informasi;

d. Bidang pengolah data dan klafikasi informasi;
e
f.

a.
b.

Bidang penyelesaian sengketa informasi; dan
Anggota.
(2) Bagan struktur organisasi PLID pelaksana OPD/BUMD sebagaimana yang di
maksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Susunan organisasi PLID Desa atau di sebut juga Struktur Organisasi PPID
Desa terdiri dari:
a. Atasan PPID Desa adalah Kepala Desa;
b. PPID Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain apabila

Sekretaris Desa berhalangan; dan

c. Pejabat Fungsional atau petugas Informasi Desa.

(4) Bagan struktur organisasi PLID Desa sebagaimana yang di maksud Pada ayat
(3), tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Standar Operasional Prosedur PPID
Pasal 17

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dan PPID Desa dibuat oleh badan publik dan
badan publik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pedoman mengenai SOP PPID dan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

a. pejabat yang ditunjuk sebagai PPID utama PPID Desa dan PPID pelak

b.orang yang di tunjuk sebagai pejabat fungsional dan au petugas

informasi apabila diperlukan;

c. pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewen
utama, PPID Desa, PPID pelaksana, bi 1e
fungsional;

. pejabat yang menduduki posisi

san| PPID, PPID
dan pejabat

PPID Desa
kelseratan yang di

(3) Pemeri an-Daerah mengacu kepada Peraturan
ndonesia yang mengatur tentang standar
agan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
DIDP
Pasal 18

(1) DIDP paling sedikit memuat :
a. nomor;

ringkasan isi informasi;

Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;

waktu dan tempat pembuatan informasi;

bentuk informasi yang tersedia; dan
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh atasan PPID dan
atasan PPID Desa.

™o 0o



(3) Keseluruhan informasi dan dekomentasi publik yang sudah dipublikasikan
Harus di serahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah
Untuk di lestarikan dan diklafikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh format DIDP sebagaimana dimaksud pada lampiran III, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
RIDP
Pasal 19

(1) RIDP terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan
Prasarana yang memadai.
(2) RIDP dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
SIDP
Pasal 20

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses Pelayanan
informasi publik.
(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat dilgdkukan secara

terintegrasi antara PPID utama dengan PPID Pelaksana
(3) SIDP di masing-masing Pemerintah Kabupaten diint¢g S€ l egional oleh
sesuai dengan

pemerintah Provinsi.
(4) SIDP Desa dikembangkan

Pembangunannya wajib difasii

ketentuan Peraturan Peru

BLIK DAN INFORMASI PUBLIK DESA
Bagian kesatu

Umum

Pasal 21

KLAS Pﬁ L1

ormasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima yang berkaitan dengan

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 22

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diklasifikasikan menjadi 4
(empat) kelompok yaitu :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta;



c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d. Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua
Informasi Publik
Pasal 23

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap OPD, meliputi:
1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, meliputi :
a. Profil yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan,
Kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Jember,
Laporan akuntabilitas kinerja dan sebagainya;
c. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; dan
d. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, meliputi:
a. informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan.
Karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemuk Abhah, kejadian
luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda e
b. informasi mengenai tentang keadaan bepecah
Industri atau teknologi, dampak indu
Lingkungan dan kegiatan kegntgriks
c. bencana sosial seperti kérusuhs S tN sial -antara kelompok
atau Antar komuni
d. informasi te ] e by la€rah yang menjadi sumber
Penvakitvang
e.~ihformasj \ter | sahan makanan yang dikonsumsi oleh
MasyarakKalt| dan/a
f. hal lai ;‘ engancam hajat hidup orang banyak.
3. Informasi ik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi;
a. daftar —séluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan
ererintah  kabupaten Jember tidak termasuk Informasi yang
dikecualikan.
. hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Jember dan latar belakang
pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran
Tahunan Pemerintah Kabupaten Jember;
e. Perjanjian Pemerintah Kabupaten Jember dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten
Jember dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,;
g. prosedur kerja pegawai pemerintah kabupaten jember yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.




Pasal 24
Informasi Publik Desa

(1) Informasi Publik Desa paling sedikit terdiri dari :

a.

b.

profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi,
struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;

matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi;
nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab
sumber dan besaran anggaran,

. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah

Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga serta
data penerima bantuan program;

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja
Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

berjalan;
Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun anggaran;
dan/atau
2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir mgsa jabatan.
Hi atas:

2. laporan realisasi kegiatan,;
3. kegiatan yang belum selesai-d
4. sisa anggaran; dan
5. alamat pengadudn
daftar peratura : ' erintah Rebublik Indonesia

a mendapatkan Informasi Publik desa.
ajib diumumkan secara serta merta yaitu

Desa;d
i—Informasiltentang ha a
Informasi ik | Desd
informasi yang\dapat figancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

i tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
fena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan
kejadian luar biasa;

informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran
lingkungan;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror;

informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.



Bagian Ketiga
Informasi Yang Dikecualikan
Pasal 25

Informasi yang di kecualikan dalam pengelompokan informasi yang di kecualikan
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
(1) Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi
Publik.
Untuk mendapakan informasi publik, kecuali Informasi publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada pemohon :
a.Informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu
Informasi yang dapat :

1)
2)

3)

4)

S)

4)

S)

6)
7)

menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana,
mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,dan/atau korban

yang mengetahui adanya tindak pidana;

mengungkapkan data intilijen kriminal dan rencana rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penenangan segala bentuk
kejahatan transional;

membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum danjatau
keluarganya; dan/atau

membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ata asarana Penegak
hukum;

Informasi publik yang apabila dibuka dafi -djbg spada pemohon
Informasi publlk dapat menggan kepénti i afas

nformési, taktik dan tehnik yang

stem pertahanan dan keamanan

arfaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau

engan ancaman dari dalam dan luar negeri;

uat tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan
taktik g berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan
Keamefian negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
Pengakhiran atau evaluasi;

Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan;

Dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta

rencana pengembangannya,

Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau

Instalasi militer;

Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas

Pada segala tindakan dan/ atau indikasi negara tersebut yang dapat

membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan/Atau data

terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati Dalam

perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

Sistem persandian negara; dan/atau

Sistem intelijen negara.




(2)

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

Informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ; Informasi

Publik yang apabila dibuka dan diberikan kedapa pemohon Imformasi

Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional dana asing,
saham dan aset vital milik negara;

2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi dan
institusi keuangan;

3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainya;

4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5) Rencana awal investasi asing;

6) Proses dan hasil, pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga
keuangan lainnya; dan/atau

7) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan pada pemohon

Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :

1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara
dalam hubungannya dengan negosiasi internasional,;

2) Korespondensi diplomatik antar negara;

3) Sistem komunikasi dan persandian yang digunakan ddls
hubungan internasional dan/atau;

4) Perlindungan dan pengaman infrastruktur s

f. Informasi yang apabila dibuka dapa ;
bersifat pribadi dan kemaua

Informasi yang apabila dib

publik dapat mengungl

1) Riwayat dan

2} Riwaydt,kondisi da

eseorang|; | |

3) Kondisij L&%bﬁg n laset,pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4) Hasil-hasil | gvaluasi-sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan

rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau;

5) Catatan—yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan

cegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal,;

. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan
publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau Pengadilan; dan

i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip yang harus di perhatikan dalam mengelompokkan informasi

yang dikecualikan :

a. Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang di kecualikan harus
bener-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan
obyektivitas;

b. Terbatas, artinya informasi yang di kecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan
kesewenangan; dan

menjalankan

% |di luar negeri.
a|autentik yang
rang;

{7



c. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak di kecualikan,
ketika kepentingan publik yang lebih besar memnghendakinya.

(3) Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential
harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus di rahasiakan
Apabila informasi tersebut dibuka.

(4) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara
Obyektif, metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan uji
Kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan
informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

(5) Pengklasifikasian akses informasi harus di sertai pertimbangan tertulis tentang
implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan
keamanan.

(6) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dan b tersebut diatas diajukan
oleh OPD/BUMD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan,
anggaran dan administrasi.

(7) Penetapan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf ¢ di lakukan rapat

pimpinan untuk dituangkan dalam berita acara.
m.s n-hformasi,

OPD/ BUMD dan

BAB VIII
PENDOKUMENTASIAN INFORMAS
Pasal 26

Pendokumentasian informasi adalah kegi
catatan dan/atau keterangan yang dibyat danl
Pemerintahan Desa di "
membantu PPID da

informasi djlaKs

Peratufan perundang-undang Republik
ergturan dibidang Tata Persuratan yang
afi Kabupaten Jember. Adapun tahapan dalam
informasi-meliputi :

Setiap OPD membuat ringkasan untuk masing masing jenis informasi
b. Verifikasiinformasi :
Setiap informasi deferikasikan sesuai dengan jenis kegiatannya.
c. Otentikasi informasi :
Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh
Setiap OPD/BUMD.
d. Kodefikasi informasi:
1. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka
Dilakukan kodefikasi;
2. Motode pengkodean di tentukan oleh masing masing OPD
e. Penataan dan penyimpanan informasi.



BAB IX
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatuan
Pasal 27

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi :
a. Perseorangan,

b. Kelompok masyarakat;

Lembaga swadaya masyarakat;

Organisasi masyarakat;

Partai politik; dan/atau

Badan publik lainnya.

-0 o0

Pasal 28

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

a. mencatumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan/atau peraturan perundang-undangan,;

b. mencantumkan alamat dan Nomor telepon yang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan doku
dibutuhkan,;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohon

jelas dan dapat dipertanggung jawabkan; da
. biaya yang timbul akibat permohonan. i
lain lain) dibebankan pada pem i

tasi yang

dokumentasi

[

memperoleh

terkait s

{(2) Untuk enuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon

gguna Informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik,

memberikan Layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan
elektronik.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang

dikategorikan publik dan wajib tersedia secara berkala dan setiap saat,
dengan makanisme pelayanan sebagai berikut :

a. pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi
formulir permintaan informasi dengan melampirkan pelayanan fotocopy
pemohon dan pengguna informasi:

b. petugas memberikan tanda bukti penerima permintaan informasi publik
kepada pemohon informasi;




c. petugas memperoses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh
pemohon informasi publik;

d. petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang di minta oleh
pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk
dalam kategori kecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada
pengguna informasi publik.

(4) Layanan informasi yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa layanan informasi

secara tidak langsung dengan melalui media online maupun media cetak, yaitu

informasi publik yang tersedia dan di umumkan secara berkala dilayani melalui

(1)

(2)

website Pemerintahan Daerah atau Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Jember dan media cetak yang tersedia.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian
Pasal 30

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon inferfnasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi-pergyaratan yang
telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10

i kerja sejak

Informasi diterima melalui pemberitahuari_tertulis,/ pemberi ini meliputi

permintaan informasi diterima; —permifitagn i ditotdk, dan

perpanjangan waktu pembetitahis ermohanan ditefima-atau ditolak.

Pemberitahuan secara ie 3 sb ajmapa; dimaksud pada ayat (2) berisikan:

a. Informasi yangd eradh dibawall penguaSaannya ataupun tidak;

b. Penerirhaan ca penola .L permiritasn atas informasi dengan alasan
z g uhdafigan,

esuai Ketent ki
Alat pe% ipaidn ofmat informasi yang akan diberikan; dan /atau
. Biaya yang \gdlbu gkibat untuk memperoleh informasi yang diminta,
dimana biaya tefsebut dibebankan kepada pemohon informasi.

o

jo R

(4) Jika PPID.-miembutuhkan perpanjangan waktu maka, selambat-lambatnya 7

(1)

(tuj hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan,dan

ika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, format, informasi apakah dalam
Bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk
Keperluan penggandaan atau perekam.bila permintaan informasi ditolak, maka
Dalam surat pemberi tahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID
Pasal 31
Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten dilakukan oleh
Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan mulai :
a. Fasilitas dan koordinasi;
b. Peningkatan kapasitas PPID;
c. Monitoring dan evaluasi; dan
d. Dukungan teknis administrasi
(3) Menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan kabupaten jember sebagaimana terantum dalam lampiran 1 dan
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4) Dalam menjalankan fungsinya dan sebagai tidak lanjut Peraturan ini
diperlukan Keputusan Bupati dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan publik bagi Penjabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Jember.

BAB XI
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 32

berkala;
2. Informast

ng diatur dalam peraturan perundang-undangan.
memberikan dan menyampaikan informasi publik

enam) bulan sekali.

4. Kewajiban memperluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b poin 1, disampaikan dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b poin 4
ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di badan publik terkait.

6. Ketentuan tentang kewajiban badan Publik memberikan dan
menyampaikan informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud
Ayat (1) huruf b poin 1, poin 2, dan poin 3 diatur lebih lanjut dengan
petunjuk teknis Komisi Informasi.




Tidak ditanggapinya permintaan Informasi;

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia keterbukaan informasi publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g
dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

@ = o a0

Pasal 33

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon informasi Publik dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan secbagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1)

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atas
menguatkan putusan yang dikuatkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitas Sengketa Info

(1) Sengketa informasi dapat
Komisi informasi provifsi

Pemohon i :
setelah diterim apan tertulis dari atasan PPID.

Pasal 35

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik

dilakukan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undang Republik Indonesia.

(2) Kepala Daerah melalui atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa
Informasi untuk  mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang
dibentuk oleh PPID Utama.

(3) Surat keputusan penetapan tim fasilitasi sengketa informasi juga berfungsi
sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

(4) Tim fasilitas sengketa informasi diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan
PPID Pelaksana, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional
serta pejabat/ staf lainya sesuai kebutuhan.




(5) PPID Utama melaksanakan fasilitas penanganan sengketa informasi dengan
melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pelaksana terkait, pejabat
yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang
dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja tim fasilitas penanganan sengketa informasi diatur oleh tim
Berdasarkan arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi
kepada Atasan PPID.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 36

Setiap Tahun PPID wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi :

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima,;

b. Waktu yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam m
setiap Permintaan informasi; dan

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan info
penolakan permintaan informasi.

engelolahan informasi publik, dokumentasi dan
informasi publik, penanganan pengaduan dan

ikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

_— Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember
Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 3 AP(T 2022
BUPATI JEMBER,
ttd
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1. Tugas dan Fungsi

a.

PPID

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

1) Penghimpunan informasi publik dari seluruh OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jember;

2) Penataan dan penyimpanan informasi Publik yang diperoleh dari seluruh
OPD di Pemerintah Kabupaten Jember;

3) Pelaksanaan konsultasi informasi Publik yang termasuk Dalam kategori
dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

4) Penyelesaian sengketa Informasi.

Tim pertimbangan

Tugas :

Membahas serta memberikan pertimbangan serta mengevaluasi Pelaksanaan
kegiatan pengelolahan dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jember.

Fungsi :
1) Pembahasan dan pengusulan terhadap jenis infermasi yang
dikecualikan;

2) Pemberian pertimbang-timbangan atas Klasijfikast I si, termasuk
informasi yang dikecualikan;

3} Penyelesaian dan pemutusan tangga

oleh pemohon informasi;
4) Penyelesaian terhadap hal-hal yang
Sekretaris
Tugas—
L1 3

g digjakan

a engkoordinasikan, mengkonsolidasi-kan
mpulan informasi, pendokumentasian informasi,

dan pelayana formasi dari PPID Pelaksana/OPD.

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan Informasi dan
dokumentasi;

2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

3) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan
informasi dan dokumentasi;

4) Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan
informasi publik melalui media cetak atau Online;

6) Pelaksanaan koordinat dalam rangka pemberian pelayanan Informasi
dan dokumentasi;

7) Pelaksanaan monitoring,evaluasi,dan pelaporan kegiatan
Pengelola informasi dan dokumentasi. Untuk melaksana tugas dan
fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat, dengan uraian tugas
sebagai berikut :



a) Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelola
informasi dan dokumentasi;

b) Melaksanakan informasi dan konsolidasi dalam rangka
pengumpulan informasi dan dokumentasi;

c) Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan
informasi dan dokumentasi;

d) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
pelayanan informasi;

e) Menginventarisasi informasi yang dikecualikan dari masing masing
PPID Pelaksana.

d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
Tugas :
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan
pelayanan informasi kepada publik
Fungsi :
1) pelaksanaan perencanaan program dibidang pelayanan dan
dokumentasi informasi:
2) pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
3) pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi

publik; |

4) pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
dan dokumentasi

5) penyediaan informasi dan dokumentas
informasi,

6) penyimpanan dan pemelihardan

Untuk melaksanakan

informasi dibantu-gle

berikut:

1) Melakss 0 la rangka menyusun kajian dan
desimi di-bidang pelayanan informasi;

2) Mela Sa $0S18

3) Melaksane coordinasi dalam rangka pengumpulan data dan

informasi sebagai bahan publikasi;
4) Meyiapkan bahan penyajian informasi;
eyusun topik-topik pelayanan informasi.

e. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
Tugas :
Mengelola dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan
dokumentasi.
Fungsi :
1) Pelaksanaan perencanaa program di bidang pengolah data Dan
klasifikasi informasi;
2) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
3) Inventarisasi pengklafikasian informasi dan dokumentasi;
4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan.



1)

2)

3)
4)

Dalam rangka memenuhi permohonan informasi, untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya bidang pengelola data dan klasifikasi informasi
dibantu oleh pengelola data, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

2) Melaksanakan pengembangan sistem informas;

3) Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan Informasi;

4) Mengumpulkan,mengelolah,dan menyajikan data dan informasi;

5) Melaksanakan identifikasi data dan informasi;

6) Melaksanakan klasifikasi data dan informasi

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas :

Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Fungsi :

1) Pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa
informasi;

2) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian
sengketa informasi;

3) Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduarn atau
sengketa informasi;

4) Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi

ian sengkete

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
efyeldy ngan urdian

informasi dibantu oleh pengelola
tugas sebagai berikut :
Menyusun pertimbanga : 3 dha | perolakdn memberikan
informasi publik 3
Undang Republik
Menyu 1

asi peagaduan dan/atau sengketa informasi;
Menyusuin |pertimbarigan dan pendampingan hukum dalam rangka
i erigketa informasi.




10.

11.

1.

Setda. Kab. Jember). Untuk memberikan kajian hukum dalam hal penyelesaian
sengketa informasi.

.Dalam hal informasi yang disampaikan oleh sengketa sudah sesuai dengan

harapan pemohon atau hasil dari penyelesaian sengketa cukup memuaskan
pemohon, maka pelayanan informasi selesai.

Apabila hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh bidang penyelesaian
sengketa dianggap oleh pemohon tidak memuaskan, maka dimintakan mediasi
ke Komisi Informasi Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya sengketa dan bidang-bidang dalam struktur
PPID akan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada PPID Pelaksana sesuai
dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Tugas dan Fungsi

a. PPID Pelaksana /; OPD
Tugas:
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan OPD.,

Fungsi:
1) Penghimpunan informasi publik berupa data-data dan -dokumentasi

sesuai tupoksi dan peranan dari OPD yang bersangkutgn;

2) Penataan dan penyimpanan serta pengembdngs
berupa data-data dan dokumentasi sesuai
yang bersangkutan;

3) Pelaksanaan pengujian dan-pe

brmasi  bublik
anan dari OPD

ang termasuk

dalam kategori dikecualika 1 érbtikatintuk publik;
4) Penyelesaiaan se¢ infor i
b. Sengketa
Fagas: \
Merenc , ssanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasi-kan
dan mengendalikan pehgumpulan informasi, pendokumentasian, pendataan
informasi, #an-pé€layanan informasi yang menjadi kewenangan OPD.
Furigsi:
1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan
dokumentasi;

2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

3) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan
informasi dan dokumentasi;

4) Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan
informasi publik melalui media cetak atau media online;

6) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi;

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan
informasi dan dokumentasi.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh

sekretariat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi
dan dokumentasi;

2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan
informasi dan dokumentasi;

3) Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan
informasi dan dokumentasi;

4) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan
informasi.

c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
Tugas:
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan
pelayanan informasi kepada publik .

Fungsi:
1) Pelaksanaan perencanaan program di bidang layanan dan dokumentasi
informasi;

2) Pelaksanaan pelayanaan informasi dan dokumentasi

3) Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan-dokumentasi
publik;

4) Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

5) Penyediaan informasi dan dokume é .

informasi publik;
an dan dokumentasi

6) Penyimpanan dan pemeliharz

data dan
enyiapkan bahan penyajian informasi;
5) Menyusun topik-topik pelayanan informasi.
d. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
Tugas:
Mengolah dan memberi layanan konsultasi klasifikasi informasi dan
dokumentasi.
Fungsi:

1) Pelaksanaan perencanaan program di bidang pengolahan data dan
klasifikasi informasi;

2) Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, identifikasi, penyimpanan dan
pengembangan data informasi dan dokumentasi yang diperolah atau
terkumpul sesuai dengan kewenangan /tupoksi OPD yang bersangkutan

3) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;



4) Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

5) Perumusan informasi yang dikecualikan;

6) Perumusan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu
pengecualiannya;

7) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka
memenuhi permohonan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pengolahan data dan

klasifikasi dibantu oleh pengelola data, dengan uraian tugas sebagai

berikut:
1) Melaksanakan penataan dan pengelolaan data informasi dan
dokumentasi

2) Melaksanakan pengembangan sistem informasi

3) Menyusun rencana dan program pengelolaan data informasi dan
dokumentasi,

4) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi dan
dokumentasi;

5) Melaksanakan identifikasi data dan informasi;

6) Melaksanakan klasifikasi data dan informasi.

e. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Tugas :
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa i

Fungsi:

1) Pelaksanaan perencanaa
informasi;

2) ' : , gattarmr penyelesaian sengketa

agas sebagai berikut:

1) Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan
informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undang Republik Indonesiaan

2) Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang di sampaikan
pemohon dan/atau pengguna informasi

3) Menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi;

4) Meyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka
penyelesaian sengketa informasi.

2. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pelaksana /OPD:
a. PPID Pelaksana OPD berkedudukan di OPD masing masing
b. PPID Pelaksana /OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Perangkat
Daerah.



Alur Kerja PPID Pelaksana / OPD

KETERANGAN ALUR KERJA PPID PELAKSANA/OPD

i
2.

3.
4.

o

o~

Pemohon pengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID

Sekretariat menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data
tentang informasi yang diminta

Sekretariat memberikan tanda bukti pengajuan permohonan kepada pemohon
Berdasarkan data informasi yang diminta, bidang klarifikasi melakukan
pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam
kategori dikecualikan. Apabila termasuk data yang dikecualikan, maka bidang
klarifikasi mengembalikan ke sekretariat untuk disampaikan kembali kepada
pemohon. Sedangkan apabila informasi tidak termasuk yang dikecualikan maka
permohonan diteruskan ke Bidang Layanan Dokumentasi Informasi.

Bidang layanan dokumentsi informasi menyiapkan materi jawaban.
Berdasarkan bahan/atau data dari bidang layanan dokumentasi informasi,
sekretariat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima .

Sekretariat menyampaikan informasi kepada pemohon

Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai der}gafr"“v

yang diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada- ~dtasan
langsung PPID sehingga terjadi sengketa informasi. Apabila t /qaf:ﬁ sengketa,
bidang penyelesaian sengketa melakukan upaya untuk pe y

9. Dalam hal informasi yang di sampaikan oleh penye 1-se ct sudah sesuai o
dengan harapan pemohon atau hasil dari-p f leSg ‘ keta cukup
memuaskan pemohon , maka pelayana 4§l/rrtﬁ i sel smg //

10. Apabila hasil penyelesaian senglgeta QE a H{M m’/1[.:'eﬁifélesaian
ls;engketa dianggap oleh pe/} 1:1 t%r u f,\ \/‘//J’ intakan mediasi
e Komisi Informas1 Eroyl S1._

Guna memperoleh— lan_ p CI'?TI b y ﬁID //Pe’liksana dapat melakukan

konsultasi dcngan‘P U&am Ka ‘pate_r; 7 ///
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ALUR KERJA PPID

BIDANG LAYANAN | BIDANG PENYELESAIAN KOMISI
PEMOHON SEKRETARIAT BTN NEARIEWASH DOKUMENTAS! INFO SENGKETA PPID PEMBANTU | ORMAS

an_pemohon kepada pemohon.
4. Berdasar ] , bidang klarifikasi melakukan
%epge‘cekan/" Aape i : g-diminta oleh pemohon termasuk dalam
~kategori yang dike an- Apabila termasuk data yang dikecualikan, maka

pemohon. / $’e/'d»"aﬁ/ n, apabila informasi tidak termasuk yang dikecualikan

makMitemskan ke bidang layanan dokumentasi informasi,
bese ahan materi informasi yang ada/ tersedia.

S/Biﬁng layanan dokumentasi informasi menyiapkan materi jawaban,
berdasarkan bahan materi/data dari bidang klarifikasi informasi dan pengelola
data.

6. Berdasarkan bahan/data dari bidang layanan dokumentasi informasi,
sekretariat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima.

7. Sekretariat menyampaikan informasi kepada pemohon.

8. Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan
yang diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan
langsung PPID sehingga terjadi sengketa informasi. Dalam hal terjadi sengketa,
bidang penyelesaian sengketa melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa,

i P, PRGNSR PRSRpS1 E P IS DRI DT T SR, RSB PGSR [ T T IO, RELES. i Sepeap B




STRUKTUR ORGANISASI PLID - PPID PELAKSANA

PPID UTAMA

ATASAN PPID PELAKSANA

PPID PELAKSANA

i
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LAMPIRAN 1ll PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 'Y TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)
No. Pendaftaran (diisi petugasj* : 490/........... /35.09.323/......

C: 1.
ihat/ membaca/mendengarkan/mencatat
2] Mendapatkan salinan informasi
(hardcopy/ softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasil_]: 1. Mengambil Langsung

2] Email
3] Melalui No WhatsApp Pemohon

4[]



Petugas meja Informasi Pemohon Informasi
Penerima Permohonan)

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda
Tangan

Keterangan :
* Diisi oleh petugas berdasarkan Nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

i



Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

IL.

I,

IV.

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang
berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap
kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi aktg
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang; Mengungkap rahasi pribadi; Memorandum atau-surat-surat

antar Badan Publik atau mitra Badan Publik yang rut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Infe 1 Pengadilan,;
Informasi yang tidak boleh diungkapkan-ter ari Undang-Undang
Republik Indonesia. (b) Badan Pub ti emberiledn
informasi yang belum dikuasarataiy dide .

Pastikan anda mendapa i informasi berupa

31/PPID. Bila tanda terima
gds-tmeja Informasi alasannya,
afang lengkap.

mendapatkan pemberitahuan tertulis
nya permohonan informasi dalam jangka waktu
gerja sejak diterimanya permohonan informasi.
Daerah Kabupaten Temanggung dapat memperpanjang
waktu-untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan PPID
Pemerintah Kabupaten Jember (misal menolak permintaan anda atau
memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Jember dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permochonan informasi
ditolak. Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan
pemohon informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
keberatan tertulis yang diajukan oleh pemohon informasi diterima.
Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan keberatan,
maka pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa




Timur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan
atas keberatan diterima oleh pemohon informasi publik.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal .... bulan .... Tahun .... dengan
Nomor pendaftaran ..., , Kami menyampaikan kepada

Saudara/i:
Nama

-------------------------------------------------------------------------------------
.....................................................................................
.....................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan

No Hal-hal terkait Keterangan
Informasi Publik

1. | Penguasaan Informasi 1.[ ] Kami
Publik** 2.[ 1 Badan Publik laja;yaitu m ........

2. | Bentuk fisik yang

1. Softcopy
tersedia** 2.1 HML tl’A lis) /
3. | Biaya yang 1 lina Loy d X ool (mbembaran) =
dibutuhkan*** .

/ ﬂ Y ssenvennsas T TSI ITII I

s

Waktu peqiy:&jaa'( ....................................... hari

5. | Penjelasanpenghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan
kertas bila perlu)

/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

Informasi yang diminta belum dikuasai

Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka

waktu .....cooinininnns el
............. (tempat), .............. (tanggal/bulan/Tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)
Keterangan: ( )
* Diisi Sesua_i dengan Nomor XX NN RRE N LN R AN Y IXEXNRT RSN R LR R ]
pendaftaran pada formulir Nama dan Tanda Tangan
permohonan.

**  Ppilih salah satu dengan memberi tanda (V).




*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus
kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

xex* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan
alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi
yang diminta.



REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK*

Buava




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN

No. Pendaftaran: * ..........
Nama L et e et as
Alamat e e e e e b e et na
Nomor Telp/email § ettt eaea e et a et e e et e eee et et et eaaanrhrraenaan
Rincian Informasi yang di butuhkan : ...

---------------------------------------------------------

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah :
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :
Pasal 17 Huruf ...... UU Keterbukaan Informasi Publik **
Pasal ... Undang-Undang Republik Indonesia ....... el
Bahwaloordasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapa
menimbulkan konsekuensi
sebagai benkut:

................................................................................................

.................................................................................

Dengan demikian menyatakan bahwa:
& | 7
Sl
[\
i e I as p Aljak

T (tempat), ..coceveennens (tanggal/bulan/Tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

( (IR R N Y N S N R R S N R N R RSN S *e00ses )

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
*  Diisi oleh petugas berdasarkan Nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

**  Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.

***  Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PPID sesuai dengan pasal
pengecualian dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang
dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang -undangnyal).

«*#+* Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER

FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUA)

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Reglsirssl Keberatan

Nomor Pendafaran Permintaan

Informusi H
Tujuan Pengguaann Informasi |
Identitas Pemohon
Namn t
Alumat H
PPekerjaan :
Nomor Telepon 1
Identitas Koasa Pemohon **
Nama
Alnmat H

Nomwr Telepon !

B, ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN®**

Permohonan Informasi di tolak.

Informasi berkala tidak disediakan
Permuntaan informasi tidek ditanggapi

Pormuntaan informasi tidok dipenuhi

~Aa RN TR

Hiayn yang dikenakan tidak wajar
Informasi disampaikan moleb:

€. KASUS POSISS (tambshkan ke u

Permuntaan infurmasi ditanggapi tidek schagai minta!
ditenty A

[

Demikian
saya uc

Mengetahui, ******
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Nama & Tanda Tangan

............ [tanggal], [bulan], [Tahun] ****

Pengaju Keberatan

Nama & Tanda Tangan

\

\




KETERANGAN

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register
pengajuan keberatan
b Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan

melampirkan Surat Kuasa.
ek Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai
dengan alasan keberatan yang diajukan
****  Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
#+xk%  Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak
keberatan dinyatakan lengkap sesuali
dengan buku register pengajuan keberatan.
*xxxx%  Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan
juga ditandatangani oleh petugas yang
menerima pengajuan keberatan.



Keterangan:

Nao.

Tgl

Nama

Alamat

Nomor Kontak

Pekerjaan

No. Pendaftaran Permintaan Informasi

Informasi Yang diminta

Tajuan Penggunaan Infoocmasi
Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal

35 ayat (1) UU KIP}

oo

e

REGISTER
KEBERATAN"

"

dit A
L) [ X1 2 L
3
LT [} 4 AELE

o=

prynds: Pub
d NOT]
0

tit §

g SioRsae
huy 7 don pehggunaan informasi.
ek 3 alssan vang digunakan untuk mengsjukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1)
d K i Publik:
" “ i berdasarkan alasan pengecualian scbagaimans dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang

Tig ur ' ediakannya informasi berkala
idak ditanggapinya permintaan informasi
Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta
Tidak dipenuhinya permintaan informasi
Pengenaan biaya yang tidak wajar
Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Keterbukaan Informasi Publik




Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. -~
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan "

diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan. =

diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tgnggapan sesuai dengan kewenangan yang
ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi - diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi _Pubﬂlk atas Keputusan Atasan PPID

Nama dan Posisi Atasan PPID
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